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=5 2 ABSTRAK

T@ﬁﬂ%ahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat E-Tax Invoice (e-Faktur), yaitu sebuah
“aplikasi efektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang
“§d u@akan untuk membuat faktur pajak untuk menanggulangi terjadinya praktek faktur pajak

TITC Penggunaan aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap oleh Pengusaha Kena Pajak.
ai)alaﬁﬂ melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian dengan metode
gelespfanatorls yaitu memaparkan, mengetahui, menganalisis, dan melakukan perbandingan
%@ngenal data yang telah dikumpulkan kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan
‘@metode deskriptif untuk menjelaskan variabel penelitian, yaitu tingkat pencapaian
dpenerimaan, perbedaan tingkat kepatuhan, dan kendala yang dihasilkan dari aplikasi e-Faktur.
§H§sil data yang didapat dari KPP, serta hasil wawancara terstruktur dari delapan responden,
Seﬂa KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading akan diringkas, dibandingkan, dan dibuat
9<e;§|mpulan oleh peneliti. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi e-Faktur sudah
ugpéjk namun aplikasi ini belum berperan dalam meningkatkan pencapaian target PPN, serta
“terjadi perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN, serta masih
@@ bebefapa kendala dalam pemasangan dan pengoperasian e-Faktur.

9

iigta Kunci : e-Faktur, Pajak Pertambahan Nilai, Penerimaan Negara, Tingkat Kepatuhan,
endala

ABSTRACT
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Are 2013=the Directorate General Taxation made E-Tax Invoice, which is an electronic

sapplicatien that is determined and / or provided by the Directorate General of Taxation which
sisused thicreate a tax invoice in order to prevent the practice of tax invoices fraud. The use of

“ESTax Imvoice is done gradually by a Taxable Entrepreneur. In conducting this study,

“researchgl use the explanatory research design method that is explain, identify, analyze, and
do a comparison of the data that has been collected and then the data is processed using the
descriptive method to describe the research variables, namely the achievement level of
acceptarice, differences in the level of compliance, and constraints resulting from the
application of E-Tax Invoice. The results of the data obtained from the tax office, as well as
structured interviews of eight respondents, as well as Jakarta Kelapa Gading TSO will be
summarized, compared and conclusions made by the researcher. Researcher concluded that
the implementation of E-Tax Invoice has been good, but this application does not play a role
in impraving the achievement of the VAT, as well as occurring differences in the level of
TaxableEntrepreneur’s compliance in reporting VAT Periodic Tax Return, and there are still
some obstacles in the installation and operation of e-Tax Invoice.
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PENDAHULUAN

—_

PeUngertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU

0. 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
“okeh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan
idak menhdapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
%e@r besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai
Pfl\ﬁ menurut Prof. Supramono & Theresia Woro Damayanti (2015:178), PPN adalah pajak
angedikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP)
3 %onsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya
als tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain,
agggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme
em@ngufan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak produsen sehingga muncul
sﬁla% PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak
&u aran dan pajak masukan. Berdasarkan jenisnya, PPN ini termasuk ke dalam Pajak Pusat,
u“épa1ak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
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ra3 menghitung besarnya PPN adalah dengan mengalikan tarif PPN dengan dasar
gpeg]genaan pajak. Tarif PPN adalah tarif tunggal yaitu 10%. Sebagai bukti pemungutan PPN,
“PKP menerbitkan faktur pajak. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:408),
Tﬁzédur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan
“BKP atad;JKP. Menurut Pasal 14 ayat (1) UU No 42 Tahun 2009, Orang pribadi atau badan
gyé;ng tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak.

g:)alam menanggulangi terjadinya praktek faktur pajak fiktif, pada tahun 2013 Direktorat
Jénderal Pajak membuat E-Tax Invoice (e-Faktur), yaitu sebuah aplikasi elektronik yang
“ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk
nn*émbuat faktur pajak. Penggunaan aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap oleh
EPengusaha Kena Pajak. Penerapan aplikasi ini tentunya akan menurunkan kasus faktur pajak
g‘lktlf sehingga akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT
sa PRN ke pihak KPP. Dampak yang dihasilkan bisa berupa dampak negatif maupun
gotésltlf jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum e-Faktur. Selain tingkat
a@)atuhan penerapan aplikasi e-Faktur juga memiliki dampak terhadap penerimaan negara.

U’)

§D§mpak ini terjadi karena apabila tingkat kepatuhan meningkat, maka penerimaan akan
“meningkat, dan sebaliknya. Peningkatan atau penurunan penerimaan ini belum tentu

%)m%mbuat target penerimaan tercapai 100%. Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi baru yang
odikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya peluncuran aplikasi ini memiliki
kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihan yang pertama tentunya untuk mencegah terjadinya
pemalsuan kasus faktur pajak fiktif. Selain itu, aplikasi e-Faktur juga membantu Wajib Pajak
dalam mgmverifikasi faktur pajak yang diterimanya melalui barcode yang ada di e-Faktur
secara ofline. Aplikasi ini juga pasti memiliki kekurangan-kekurangan ataupun kendala yang
terjadi. Salah satu kendala yang dimunculkan dari aplikasi ini adalah sosialisasi cara
penggunaan aplikasi e-Faktur yang masih kurang dilakukan sehingga para orang awam
banyak yang belum mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi e-Faktur. Selain itu juga
masih ada beberapa daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh fasilitas internet. Hal
tersebut.dikhawatirkan akan menghambat penerapan aplikasi e-Faktur. Penerapan aplikasi e-
Faktur igi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, dan diatur
lebih lanjéit lagi di Peraturan Dirjen Pajak nomor PER — 16/PJ/2014.
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Menurut Peraturan Dirjen Pajak nomor PER — 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan
Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat
melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat
Jenderal Rajak. eFaktur ini bermanfaat untuk mengurangi kasus faktur pajak fiktif serta untuk
emengurangi penggunaan kertas agar ramah lingkungan. Penerapan eFaktur di Indonesia

?&i%&agi dalam tiga tahapan. Tahap pertama yaitu mulai 1 Juli 2014, untuk 45 PKP yang
nédgunjuk dahap kedua yaitu 1 Juli 2015 untuk PKP yang berlokasi di pulau Jawa dan Bali, dan
gs ¢ara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Juli 2016.

“éB‘é\Té’é\SAN MASALAH

atgsan masalah yang diidentifikasi Peneliti antara lain:

upplbunpun
b

pakah penerapan aplikasi e-Faktur berperan dalam pencapaian target penerimaan
ara khususnya di sektor PPN?

(]>6u€£
Q

Ee]

akah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan laporan SPT
s&PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur PPN?

=
D

>bu

pa kekurangan/kendala dari aplikasi e-Faktur?

\TASAN PENELITIAN

% Penglitian dibatasi pada:

E Penefitian dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dan Pengusaha Kena
< o Pajakdi wilayah Kelapa Gading.

223 Penelitian dilakukan untuk periode Januari - Desember 2015 ( Enam bulan sebelum dan
= 5 enam bulan sesudah penerapan e-Faktur ).

3 Penelitian hanya dilakukan sebatas laporan target penerimaan negara, jumlah PKP,
= o laparan realisasi penerimaan negara, kekurangan/kendala penggunaan aplikasi e-Faktur.
ETJUAN PENELITIAN

% % Tuguan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

21 Mengetahui apakah penggunaan aplikasi e-Faktur berperan terhadap pencapaian target
5 - pengfimaan negara di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

2 Mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa
PPN-setelah penerapan aplikasi e-Faktur di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

3. Mengetahui apa kendala yang terjadi dari penggunaan aplikasi e-Faktur.
METODOLOGI PENELITIAN

Menurutz€ooper dan Schindler (2014:126) metode penelitian berisi objek penelitian, desain
penelitiam, variabel penelitian, tekik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Objek
penelitidismenjelaskan secara singkat apa dan siapa yang menjadi objek penelitian dan hal-
hal lain yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya, desain penelitian yang menjelaskan apa
saja yanQ diteliti oleh peneliti sesuai dengan batasan masalah. Dalam teknik pengumpulan
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data membahas mengenai usaha peneliti dalam mengumpulkan data, menjelaskan data yang
terkait dan bagaimana teknik pengumpulan data yang digunakan. Pada akhir bagian bab ini
terdapat (teknik analisis data yang menjelaskan strategi analisis yang peneliti gunakan untuk
mengukui-hasil penelitian.

1'd

Objek penelitian yang peneliti ambil adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
lapa Gading. Informasi dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu data yang
utuhkan untuk periode tahun 2015 diperoleh dari KPP yang berlokasi di JI. Walang Baru
10 Semper Jakarta.
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- Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset lapangan. Artinya peneliti
ngAerjun ke tempat dimana data atau informasi mengenai obyek penelitian tersedia
elakukan tinjauan langsung ke perusahaan yang merupakan obyek penelitian tersebut.
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Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:
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Wawancara merupakan usaha untuk mendapatkan informasi secara lisan. Peneliti melakukan
%aﬁy%jawab dengan pihak KPP Kelapa Gading. Khususnya bagian Pengawasan dan

Konsultasi untuk melengkapi dan memperjelas data yang diperoleh sehubungan dengan
“masalah yang diteliti.

§

©

: QDEkumentasi

iibﬁkumentasi merupakan upaya mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data
<tertulis afau dokumen tertentu. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan antara lain
umlah PKP, Jumlah Penerimaan Negara, Target Penerimaan Negara.

= 35

gKNIKANALISIS DATA

nus

ex ugs

iﬁakah penerapan aplikasi e-Faktur berperan dalam pencapaian target penerimaan negara
Bususnya di sektor PPN?

3
[¢>]
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> Uitk menjawab masalah pertama, peneliti akan melakukan dokumentasi dan
servasiy data perbandingan tingkat pencapaian target penerimaan negara sebelum dan

c

esudahepenggunaan aplikasi e-Faktur PPN. Peneliti akan membandingkan tingkat

cpencapalan target penerimaan negara sebelum penerapan aplikasi e-Faktur PPN yaitu bulan

3Ja§1uar| 3 Juni 2015 dengan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur PPN yaitu bulan Juli —

2Desembgr 2015. Dari perbandingan tersebut maka akan terlihat tingkat pencapaian naik atau
Fidak. Apalisis ini dilakukan dengan menggunakan penghitungan rumus , yaitu:

Q
3

ad 'yeluygee

spfu
)

e
S

. Reali iP i PPN
Peficapaian Target = S x100%

Target Penerimaan PPN

Selain itu, dalam pembahasan ini dilakukan juga uji analisis data dengan statistik
menggurakan bantuan aplikasi SPSS 20.0 dengan tujuan untuk menguji pengaruh penerapan
e-Fakturferhadap tingkat pencapaian penerimaan PPN, sehingga dilakukan uji normalitas dan
uji t. Upisnormalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov yang bertujuan untuk
melihat zdfistribusi data normal atau tidak, sedangkan uji t dilakukan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh penerapan e-Faktur secara statistik terhadap pencapaian penerimaan
PPN.

(1) Menentukan Hipotesis
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(@ HOL: B1=0
Hal: B1>0
(b) HO2: B2=0
T Ha2: p2>0
(2) Menentukan taraf signifikansi (o) yaitu 0,05.
Kriteria pengambilan keputusan:
) Uji dua sisi :
(@) Jika Sig-t < 0,05, maka tolak HO. Artinya variabel independen cukup
bukti berpengaruh terhadap variabel dependen.
(b) Jika Sig-t > 0,05, maka tidak tolak HO. Artinya variabel independen
tidak cukup bukti berpengaruh terhadap variabel dependen.

eqgas diynbuaw buedeyiqg |

&g exdi) ey

D

h terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan laporan SPT Masa
ebélum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur PPN?

[51°)
pzd
%3

[5)

§Unt’uk menjawab masalah kedua, peneliti akan menganalisis tingkat kepatuhan PKP
<sesudi dengan data jumlah PKP terdaftar dan jumlah SPT Masa yang dilaporkan, yang
geﬁcaiat di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, dengaan cara membandingkannya dengan
Target tingkat kepatuhan yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
SAﬁa&fsis i dilakukan dengan menggunakan penghitungan rumus tingkat kepatuhan, yaitu:

u!1uada_\6>1 1un eAuey uediynbuad e

as ney

e

. SPT Masa PPN
= 0
I qukat Kepatuhan Tamiah PKP Terdaftar x100%

19uad ‘ue

edue) 1ur sin
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. 'gAéa kekurangan/kendala dari aplikasi e-Faktur?

f:,UQﬁtuk ménjawab masalah ketiga, peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak KPP dan
juga pihak PKP apakah ada kendala-kendala yang ditimbulkan dengan adanya program baru
Q@mengingat implementasi e-Faktur di DKI Jakarta baru mulai bulan Juli 2015, jadi masih
Et_egbilang sangat baru sehingga pasti ada kendala yang ditimbulkan. Selain itu juga peneliti
Jnéminta daftar kendala yang ada pada aplikasi baru ini. Kemudian peneliti juga akan
Jmeminta=solusi dari kendala tersebut agar aplikasi ini menjadi efektif dan efisien untuk

3 igunakan

E ;% 2 HASIL DAN PEMBAHASAN
. jSPé]erapan aplikasi e-Faktur berperan dalam meningkatkan pencapaian target
%)glerimaan negara khususnya di sektor PPN.

g “ Berirkut ini hasil analisis pencapaian target penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta

Kelapa Gading sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi e-Faktur.

Pencapaian Target =  Realisasi Penerimaan Negara

100%
Target Penerimaan Negara

Berdasarkan tabel 1 maka dapat dilihat bahwa pencapaian target penerimaan negara
sebelumZpenerapan aplikasi e-Faktur PPN yaitu bulan Januari — Juni berfluktuasi, terjadi
peningkatan dan juga terjadi penurunan pencapaian target penerimaan PPN. Tingkat
pencapata@n target tertinggi adalah di bulan Maret sebesar 99,27%, sedangkan tingkat
pencapaian terendah adalah di bulan April sebesar 64,05%. Rata-rata tingkat pencapaian
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target penerimaan PPN sebelum penerapan aplikasi e-Faktur PPN sebesar 76,97%. Penurunan
pencapaian penerimaan PPN yang terjadi di bulan April disebabkan turunnya penerimaan
PPN di bulan April yang disertai dengan naiknya target penerimaan PPN di bulan tersebut
dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu bulan Maret yang tingkat pencapaiannya
emencapai=99,27%. Pada bulan berikutnya, terjadi peningkatan pencapaian penerimaan PPN
sebesar 3;42%. Hal ini disebabkan oleh turunnya target penerimaan PPN dari bulan April
%@esar Rp. 152.182.619.188,- menjadi di bulan Mei sebesar Rp. 140.391.001.160,-.

(9]

o o Pencapaian target penerimaan PPN setelah penerapan aplikasi e-Faktur PPN yaitu
@@am Juli - Desember berfluktuasi, terjadi peningkatan dan juga terjadi penurunan
gpaﬂcgpalan target penerimaan PPN. Tingkat pencapaian target penerimaan PPN tertinggi
gd%léﬁ di; bulan Desember yaitu sebesar 83,05%. Tingkat pencapaian penerimaan PPN
~ derenelah adalah di bulan Oktober yaitu sebesar 61,88%. Rata-rata tingkat pencapaian target
@@eglmaan PPN setelah penerapan aplikasi e-Faktur PPN sebesar 74,79%. Pada bulan
;(Sgptgnber terjadi penurunan pencapaian penerimaan PPN sebesar 10,88%. Hal ini
gdlggetﬁbkan turunnya realisasi penerimaan dengan disertai dengan kenaikan target
@oenqglmaan Pada bulan berikutnya, yaitu Oktober, terjadi peningkatan realisasi penerimaan
gPéNcsebesar Rp. 738.790.478,- dari bulan September, namun tingkat pencapaian target
gp@eglmaan PPN menurun menjadi 61,88% di bulan Oktober. Hal ini disebabkan karena
grfenﬁ?]gkatnya target penerimaan PPN di bulan September ke Oktober sebesar Rp.

19.908.207.651 -.

uedn
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Dari kedua perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian
Htarget penmerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebelum dan sesudah
erapan’ aplikasi e-Faktur PPN juga menurun sebesar 2,18%. Dapat disimpulkan juga
wa penerapan aplikasi e-Faktur ini tidak berperan dalam meningkatkan pencapaian target
cpénerimagn negara khususnya sektor PPN. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat pencapaian

ang berfluktuasi serta rata-rata tingkat pencapaian yang menurun sebesar 2,18% sebelum
;diq sesudah penerapan aplikasi e-Faktur.

e

Lké L

1 elue

o Dapat dilihat juga dari hasil uji statistik t tingkat signifikansi t dari variabel
§n§ependen dengan variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai Sig. Sebesar 0,393. Sig
Sink lebih=Besar dari 0=0,05 sehingga tidak tolak Ho. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan
ae@aktur tidak cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini sejalan dengan
Ep@elltlan metode kualitatif yang menghasilkan bahwa e-Faktur tidak memengaruhi
go%hcapalan penerimaan PPN.

u

: §P§rbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan laporan SPT Masa PPN

sebelum:=tan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur PPN.

=
Q

E Bérikut ini adalah hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN sebelum Penerapan aplikasi
e-FaktursPPN.

Tingkat Kepatuhan = Jumlah SPT Masa PPN Tepat Waktu
X 100%

Pelaporan SPT Masa PPN Jumlah PKP Terdaftar Wajib SPT Masa PPN

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan
pelaporan. SPT Masa PPN yang tepat waktu sebelum penerapan e-Faktur PPN berfluktuasi,
terjadi pghingkatan dan juga penurunan tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa
PPN. Tifigkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN tertinggi terjadi di bulan Maret sebesar
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78,22%. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah terjadi di bulan Januari sebesar 69,42%.
Peningkatan jumlah PKP terdaftar yang wajib lapor SPT Masa PPN setiap bulannya tidak
diiringi dengan peningkatan jumlah penerimaan SPT Masa PPN yang tepat waktu sehingga
tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN tidak selalu meningkat setiap tahunnya.

©  Hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sebelum penerapan e-

u

Uaﬁ e
8z
S
U
o
Z

éT igkat Kepatuhan = Jumlah SPT Masa PPN Tidak Tepat Waktu

520 X 100%
“PelaoramSPT Masa Jumlah PKP Terdaftar Wajib SPT Masa PPN

S PPN

S § = Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan

%a@a@oran SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sebelum e-Faktur berfluktuasi, terjadi
“peniagkatan dan juga penurunan tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN.
oa ﬁwggat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu tertinggi adalah di bulan
@a”ﬁugri yaitu sebesar 377 laporan atau 18,65%. Hal ini berarti bulan Januari adalah bulan
“dimana pelaporan SPT tepat waktunya terendah selama bulan Januari-Juni 2015. Tingkat
“kepatuhan.pelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu terendah adalah di bulan Maret
Eyﬁt@sebesar 187 laporan atau sebesar 9,11%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan tepat waktu di
%)lfﬂaﬁ Matet adalah yang tertinggi. Kenaikan jumlah PKP yang wajib lapor SPT Masa PPN
“tidak diiringi oleh peningkatan jumlah laporan SPT Masa PPN sehingga tingkat kepatuhan
T§3L§P dalam melaporkan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu berfluktuasi, ada peningkatan,
fdan juga ada penurunan.

59 Hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN yang tidak dilaporkan sebelum penerapan e-
Faktur PPN.

u

nus
Beou

aTmgkat Kepatuhan = Jumlah PKP Tidak Lapor SPT Masa PPN

100% X
elapora?SPT Masa  Jumlah PKP Terdaftar Wajib SPT Masa PPN

BPN

,L@1 ues

I ek

yeru
uauw u

: Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4, rasio PKP yang tidak menyampaikan SPT
‘“Masa PBN sebelum e-Faktur terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 11,92%,
%@angkan rasio PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sebelum e-Faktur tertinggi
derjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 15,13%. Jumlah PKP yang tidak menyampaikan SPT
g\/@sa PRN dari bulan Januari sampai bulan Juni selalu mengalami peningkatan. Peningkatan
jumlah RKP yang terjadi selama bulan Januari-Juni diiringi dengan peningkatan jumlah PKP
dyang tidak menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan rasio PKP yang tidak menyampaikan
ZSPT Masa PPN selalu mengalami peningkatan.

Berikut ini merupakan hasil analisis Pelaporan SPT Masa PPN sesudah penerapan e-
Faktur.Hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN yang tepat waktu sesudah penerapan e-Faktur
PPN.Befdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan
pelaporah SPT Masa PPN setelah e-Faktur ini berfluktuasi, terjadi peningkatan dan juga
terjadi penurunan tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN tepat
waktu setelah e-Faktur tertinggi ada di bulan Juli yaitu sebesar 66,30%. Sedangkan tingkat
kepatuhan: pelaporan SPT Masa PPN setelah e-Faktur ada di bulan Desember yaitu sebesar
56,89%.aPeningkatan jumlah PKP yang wajib lapor SPT Masa PPN tidak selalu diiringi
dengan Zeningkatan jumlah laporan SPT Masa PPN sehingga tingkat kepatuhannya
berfluktgasi.



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyYM|g| Jelem buek uebunpuaday ueyibniaw yepn uedunﬁued q

o

C]

-]

1n

n

e

=)

"yejesew niens ueneluiy uep ynidy

Hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sesudah penerapan e-
Faktur PPN. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat
kepatuhdmpelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sesudah e-Faktur berfluktuasi.
Terjadi peningkatan kepatuhan, juga terjadi penurunan kepatuhan. Peningkatan jumlah PKP

oyang wajtb lapor SPT Masa PPN setiap bulannya tidak selalu diiringi oleh peningkatan
Jufmlah Iaporan SPT Masa PPN sehingga tingkat kepatuhannya berfluktuasi. Tingkat
2 ckepatuhai PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu tertinggi ada di
Dulan- September sebesar 15,62% sedangkan yang terendah ada di bulan Desember yang
%@y% sepesar 4 laporan atau 0,18%. Penurunan drastis bulan Desember ini karena belum
em@ PKP menyampaikan SPT Masa PPN atau masih dalam periode berjalan, sehingga 4
aggoran tersebut bisa bertambah lagi.

= Hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN yang tidak dilaporkan sesudah penerapan e-
%ﬁ(tgr PEN. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7 menunjukkan bahwa rasio PKP yang
1@éalémelaporkan SPT Masa PPN sesudah penerapan e-Faktur ini terus meningkat. Rasio
gﬁPKPcyang tidak melaporkan SPT Masa PPN sesudah penerapan e-Faktur terendah ada di
@@aﬁﬂull yaitu sebesar 20,57% atau sebanyak 443 laporan, sedangkan yang tertinggi ada di
“hiflan Desember sebanyak 962 laporan atau 42,93%. Kenaikan tajam di bulan Desember ini
“Zerjadi karena belum semua PKP menyampaikan SPT Masa PPN di bulan tersebut. Apabila
?SPDtersebut melaporkan telat, maka Rasio PKP yang tidak lapor SPT Masa PPN akan
z;mgnﬁrun dan tingkat kepatuhan PKP yang tidak tepat waktu akan meningkat. Rata-rata rasio
=PKP yang tidak lapor SPT Masa PPN sesudah penerapan e-Faktur adalah sebesar 28,27%.
© 5 Dari hasil data yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dengan
gad’anya sistem pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur terlihat terdapat perbedaan
stimgkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN. Tingkat perbedaan yang terjadi
~adalah perbedaan negatif, dimana tingkat kepatuhan PKP sesudah aplikasi e-Faktur menurun
—dibandingkan dengan sebelum aplikasi e-Faktur. Sebaliknya, rasio PKP yang tidak
Emilaporkan SPT Masa PPN sesudah aplikasi e-Faktur meningkat dibandingkan dengan
“sebelum @plikasi e-Faktur. Rata-rata tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa
@@N sebetum aplikasi e-Faktur adalah sebesar 74,88%, sedangkan rata-rata tingkat kepatuhan
ngP dalam melaporkan SPT Masa PPN sesudah aplikasi e-Faktur adalah sebesar 61,58%.
“Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan
SSPT Masa PPN sebesar 13,3%.
°3 Selain itu juga dapat dilihat dari tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT
iMiasa PPN yang tidak tepat waktu. Rata-rata tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan
”S§T Masa PPN yang tidak tepat waktu sebelum penerapan aplikasi e-Faktur adalah sebesar
j1269% Rata-rata tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak
ateéat waktu sesudah penerapan aplikasi e-Faktur adalah sebesar 10,16%. Hal ini
“ménunjukkan terjadi penurunan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa
PPN vyang tidak tepat waktu sebesar 1,53%.

Apabila dilihat dari rasio PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN maka akan
terjadi hal sebaliknya, yaitu peningkatan. Rata-rata PKP yang tidak menyampaikan SPT
Masa PRN sebelum penerapan aplikasi e-Faktur adalah sebesar 13,43%. Rata-rata PKP yang
tidak menyampaikan SPT Masa PPN sesudah penerapan aplikasi e-Faktur adalah sebesar
28,27%.zHal ini menunjukkan terjadi peningkatan rasio PKP yang tidak menyampaikan SPT
Masa PRN sebesar 14,84%.
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Kekuramgan/kendala dari aplikasi e-Faktur.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak KPP Pratama tepatnya dengan
Seksi Pefigawasan dan Konsultasi 1 dan juga wawancara dengan delapan responden, dapat
disimpulkan beberapa kendala dari aplikasi e-Faktur PPN.
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Kendala pertama ada di tahap pemasangan aplikasi e-Faktur. Seperti yang kita
ketahui, terdapat banyak jenis sistem operasi komputer yang ada, seperti Windows 32bit,
Windowsc64bit, Mac OSX, Ubuntu, dan masih banyak lainnya. Installer yang diberikan oleh
pihak KPP terkadang tidak sesuai dengan sistem operasi komputer yang digunakan oleh PKP
esghinggaketika dipasang maka akan muncul error. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu
Kkeéndala ketika pemasangan karena PKP yang tidak bisa memasang e-Faktur harus datang ke
Q@P untuk dipasangkan oleh pihak KPP dengan installer yang sesuai.
5 3 Kendala yang kedua yaitu saat registrasi PKP di dalam aplikasi e-Faktur, PKP harus
Q:Jn@rrﬁnta passphrase yaitu semacam kode unik untuk memverifikasi PKP ketika akan
gmen@lankan aplikasi e-Faktur dan juga PKP harus meminta kode registrasi dari KPP.
fP@S phrase tadi juga digunakan untuk meminta nomor seri faktur pajak secara online atau
@ﬁ\ iasa disebut dengan e-Nofa. Banyak PKP yang tidak bisa meminta nomor seri faktur
%a@aklsecara online karena tidak mengetahui tentang passphrase tersebut.
5 o 2 Kendala berikutnya juga terjadi saat registrasi KPP. Sebelum penerapan e-Faktur,
QDKPcmenggunakan faktur pajak kertas. Untuk mengesahkan faktur pajak kertas tersebut maka
@iii@ugakan tanda tangan dan juga stempel perusahaan, tanda tangan direktur bisa diwakilkan
“plehpejabat berwenang. Namun ketika diterapkannya aplikasi e-Faktur, tanda tangan dan
stempel tidak lagi menjadi alat pengesahan, namun tetap harus ada penanggungjawab faktur
Sp@aka tersebut sehingga sang direktur sendiri yang harus datang ke KPP untuk registrasi
goétu%haannya Menjadi kendala karena tidak semua direktur ada di dalam perusahaan setiap
“wagktu, dan juga tidak semua direktur sempat untuk datang ke KPP karena kesibukan direktur
@t@jmasing masing.
© & Kendala yang keempat terjadi di pengoperasian e-Faktur ini sendiri, yaitu ketika
gS@esal membuat faktur pajak dan ketika ingin mengunggah ke server KPDJP, unggah
~fersebut sangat memakan waktu. Ketika awal penerapan aplikasi ini, tepatnya bulan Juli-
“Agustus, waktu unggah bisa mencapai setengah hari. Untuk akhir- akhlr ini sudah membaik
walaupun masih harus menunggu selama kurang lebih lima menit. Hal ini terjadi karena PKP
:sélng berebut mengunggah faktur pajak sehingga membuat antre dalam pengunggahan
gteqrsebut
w_ = Kendala kelima masih terjadi di bagian pengoperasian, yaitu aplikasi ini terlalu kaku
Tdalam membaca data yang dimasukkan. Contoh pertama adalah ketika PKP memasukkan
ga lawan transaksi, maka semua kolom harus diisi, seperti alamat, nama jalan, RT, RW,
Ek@epos dan sebagainya. Ketikaa kolom tersebut dikosongkan maka akan muncul RT.000
QRW 000=Kodepos 00000, sedangkan beberapa lawan transaksi yang NPWPnya tidak lengkap
‘éde;ngan RT, RW, dan sebagainya hanya mau faktur pajak sesuai dengan NPWP yang
%@rsangkutan Sehingga sering kali diminta untuk dibuatkan ulang dengan tanpa ada
ak@erangan RT.000, RW.000, dan sebagainya. Contoh kedua adalah saat PKP menerima nota
qe?ur dartlawan transaksi. Data yang dimasukkan oleh PKP harus sesuai dengan data yang
“dimasukKan oleh lawan transaksi. Aplikasi ini sangat sensitif karena dengan hanya perbedaan
tanda baga (titik, koma, spasi) maka akan ditolak oleh sistem. Hal ini sungguh merepotkan
PKP karena harus mengecek berkali-kali apakah ada yang salah atau tidak, termasuk tanda
bacanya:

yejesew mens uenelun uep >1!1!J>1 uesunued
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KESIMBULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab
sebelummya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi e-Faktur tidak berperan dalam pencapaian target penerimaan negara khususnya
sektor PPN. Hal ini dapat dilihat dari turunnya rata-rata tingkat pencapaian target
penérimaan negara sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur.
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Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Hal
ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa
PPNrsebelum penerapan e-Faktur sebesar 74,88% dan menurun sebesar 13,3% menjadi
61,58% sesudah penerapan e-Faktur.

Kendala yang dihadapi PKP:

Ihstaller aplikasi e-Faktur tidak sesuai dengan sistem operasi komputer yang
digunakan PKP.

PKP harus meminta passphrase dan kode registrasi untuk aplikasi e-Faktur dan juga
gntuk meminta nomor seri faktur pajak.

Birektur harus datang ke KPP pada saat registrasi awal
Waktu unggah faktur pajak memakan waktu.

Aplikasi terlalu sensitif dengan penulisan, beda tanda baca dan faktur akan ditolak.

Epﬁ-f@t@spurﬁﬁuneﬂma 1859 MeH o
pd

BBerﬂasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada:
Direktorat Jenderal Pajak

aDirektorat Jenderal Pajak disarankan untuk menambah server database e-Faktur
agar Waktu unggah faktur pajak tidak memakan waktu, agar PKP lebih dibuat nyaman
dalan¥ membuat faktur pajak.

Saran berikutnya adalah agar Direktorat Jenderal Pajak lebih memberikan
kebebasan kepada PKP dalam memasukkan data, menjadi tidak terlalu sensitif terhadap
kesalahan minor seperti tanda baca, dan sebagainya.

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

= KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading disarankan lebih sering memberikan
sosialisasi kepada PKP yang akan menggunakan e-Faktur. Karena dari wawancara yang
penglis lakukan, ada beberapa yang tidak mendapat sosialisasi, mungkin karena ketika
sosiatisasi yang bersangkutan tidak bisa hadir.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

“"Pengusaha Kena Pajak disarankan untuk lebih aktif menggali informasi dan
mengikuti perkembangan terbaru terkait dengan perpajakan khususnya e-Faktur agar
tidake terjadi kesalahan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur, dan apabila ada fasilitas
yangsmemudahkan PKP bisa langsung dinikmati.

Pengliti Selanjutnya

Bagr. peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini, agar menambah periode
penglitian menjadi lebih panjang lagi supaya lebih valid, atau membandingkan dengan
KPP*Pratama di daerah lain.

— UCAPAN TERIMA KASIH
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Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya

bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
peneliti {ngin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah membantu penelitian skripsi ini, yaitu kepada:

Q

=

Coopery
snternatighal Edition, New York: McGraw-Hill Education.

©
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(¢]

Ibu Prima Apriwenni S.E.,Ak.,M.AK.. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan
banyak waktu, memberikan saran dan kritik yang membangun, serta membantu peneliti
dIaIam penelitian skripsi ini.

Selutuh dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mengajarkan
Emu dari semester pertama sampai semester ketujuh, sehingga peneliti dapat
menyelesaikan perkuliahan dan penelitian skripsi ini.

%epada Bapak Oki, dan Bapak David selaku pihak KPP yang telah bersedia dimintai

data dan juga wawancara sebagai objek penelitian skripsi ini.

C -

Eﬁepada delapan orang responden PKP yang telah bersedia peneliti wawancara sebagai
abjek penelitian skripsi ini.

C D,

geluarga tercinta: Papi, Mami, dan Koko yang selalu memberikan motivasi, dukungan,

dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Sahabat-sahabat dari peneliti: Grup Ucukers (Jonathan, Loudri Orlando, Rendi Wijaya,
Gunawan, Andriani, Miftachul Jannah, Cynthia Adijaya, Vivi Anita S, dan Clara), dan
Nicke Sandy T.S sebagai sahabat seperjuangan dalam menulis skripsi, yang telah
memberikan bantuan dan semangat, dan menjadi tempat curhat peneliti.

Semua teman mahasiswa dan mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
yang=namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ide dan saran
dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta kepada pihak lainnya yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan dalam
menyelesaikan skripsi ini.
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LAMPIRAN
= Tabel 1
Pencapaian Target Penerimaan PPN

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
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=] Target Penerimaan

Bulan Negara Realisasi Penerimaan Negara | Pencapaian

Q Januari Rp158.367.187.869 Rp112.491.060.635 71,03%

Februari Rp140.397.954.332 Rp95.744.869.549 68,20%

= Maret Rp143.596.804.263 Rpl142.546.222.577 99,27%

April Rp152.182.619.188 Rp97.474.436.552 64,05%

Mei Rp140.391.001.161 Rp103.151.417.599 73,47%

Juni Rp165.446.949.084 Rp141.966.631.025 85,81%

Juli Rp150.266.452.197 Rp110.451.103.694 73,50%

Agustus Rp170.332.370.587 Rp135.080.757.793 79,30%

September Rp176.934.413.571 Rp121.060.681.623 68,42%

= Oktober Rp196.842.621.222 Rp121.799.472.101 61,88%

/! November Rp193.382.187.912 Rp159.667.233.697 82,57%

= Desember Rp265.743.153.330 Rp220.692.780.332 83,05%

P Sumber: Data diolah
Tabel 2
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Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tepat Waktu
Sebelum Penerapan e-Faktur

Bulan PKP Jumlah SPT Masa Rasio
Terdaftar PPN Tepat Waktu
Januari 2.021 1.403 69,42%
Februari 2.033 1.588 78,11%
(a Maret 2.052 1.605 78,22%
+} April 2.082 1.528 73,39%
Mei 2.102 1.584 75,36%
S Juni 2.122 1.587 74,79%

Sumber: Data diolah
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Tabel 3

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tidak Tepat Waktu
Sebelum Penerapan e-Faktur

PKP Jumlah SPT Masa
Bulan PPN Tidak Tepat Rasio
Terdaftar
Waktu
Januari 2.021 377 18,65%
Februari 2.033 196 9,64%
Maret 2.052 187 9,11%
April 2.082 264 12,68%
Mei 2.102 210 9,99%
Juni 2.122 214 10,08%
Sumber: Data diolah.
Tabel 4

Rasio PKP yang Tidak Menyampaikan SPT Masa PPN
Sebelum Penerapan e-Faktur

Bulan PKP Jumlah PKP Tidak Rasio
Terdaftar | Lapor SPT Masa PPN
Januari 2.021 241 11,92%
Februari 2.033 249 12,25%
Maret 2.052 260 12,67%
April 2.082 290 13,93%
Mei 2.102 308 14,65%
Juni 2.122 321 15,13%

Sumber : Data diolah.
Tabel 5

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN yang Tepat Waktu
Sesudah Penerapan e-Faktur

Bulan PKP Jumlah SPT Masa Rasio
Terdaftar PPN Tepat Waktu
Juli 2.154 1.428 66,30%
Agustus 2.163 1.289 59,59%
September 2.185 1.279 58,54%
Oktober 2.195 1.381 62,92%
November 2.222 1.449 65,21%
Desember 2.241 1.275 56,89%

Sumber : Data diolah.

Tabel 6

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN yang Tidak Tepat Waktu
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Sesudah Penerapan e-Faktur

Bulan PKP Jumlah SPT Masa PPN Rasio
Terdaftar Tidak Tepat Waktu
Juli 2.154 283 13,14%
Agustus 2.163 323 14,93%
September 2.185 341 15,61%
Oktober 2.195 232 10,57%
November 2.222 145 6,53%
Desember 2.241 4 0,18%
Sumber: Data diolah.
Tabel 7

Rasio PKP yang Tidak Menyampaikan SPT Masa PPN
Sesudah Penerapan e-Faktur

Bulan PKP Jumlah PKP Tidak Rasio
Terdaftar Lapor SPT Masa PPN
Juli 2.154 443 20,57%
Agustus 2.163 551 25,47%
September 2.185 565 25,86%
Oktober 2.195 582 26,51%
November 2.222 628 28,26%
Desember 2.241 962 42,93%
Sumber: Data diolah.
Tabel 8

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 6

Mean 3E-7

Normal Parameters®? 19387796520,7
Std. Deviation

5472600

Absolute ,247

Most Extreme Differences  Positive ,247

Negative -,182

Kolmogorov-Smirnov Z ,604

Asymp. Sig. (2-tailed) ,859

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20.0
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@ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) _Bmﬂnr_n Wmu-._mu nm: _-.-.moq.smﬁm—nm —A<<_—A —QNS mmm
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
@m\m@ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
KWIK KIAN GIE penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
SCHOOL OF BUSINESS b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.



